KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/1/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
(SITUNG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

Mengingat

.
—

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara
(SITUNG), dipandang perlu untuk menetapkan Operator Sistem
Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pada Komisi
Pemilihan Umum Kota Cirebon;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Cirebon tentang Penetapan Operator Sistem Informasi
Penghitungan Suara (SITUNG) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Cirebon.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor Ol Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

_Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 15 Tahun 2016

tentang Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan
Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota-Tahun 2018;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017

tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi
Penghitungan Suara (SITUNG);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2. Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Jawa Barat pada KPU Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON.

Penetapan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara
(SITUNG) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, adalah :

Nama : NUGRAHA BAMBANG S, S.IP
NIP : 19861018 201012 1 005
Jabatan :  Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis dan

Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Cirebon

Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada
Diktum KESATU adalah selama tahapan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 dengan dilanjutkan pada
Tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019.

Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum
Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Januari 2018
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